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Tentang 

Konstitusionalitas Privatisasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

  
Pemohon : Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 

Dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar sebagai Presiden 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). 

Pokok Perkara : Tidak dilarangnya anak perusahaan BUMN untuk diprivatisasi 
dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 bertentangan 
dengan prinsip kedaulatan energi dan hak menguasai negara 
yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dan prinsip 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dijamin Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945; 

Amar Putusan  : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
Tanggal Putusan : Rabu, 29 September 2021. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah FSPPB yaitu federasi serikat pekerja yang telah tercatat di Suku 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti 
Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003. Sebagai sebuah badan hukum, 
Pemohon diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB. Pemohon merupakan 
perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian 
perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam berbagai 
serikat pekerja di PT Pertamima dan karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT 
Pertamina (Persero). 

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji 
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan Pemohon;  

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat 
menerangkan adanya keterkaitan antara FSPPB sebagai federasi yang menghimpun serikat 
pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan anak-anak perusahaannya, dalam 
menjelaskan kewenangannya untuk memperjuangkan kepentingan pekerja yang berhimpun 
dalam serikat-serikat pekerja yang tergabung dalam FSPPB. Pemohon telah pula 
menguraikan potensi kerugian konstitusional yang akan dialami jika terjadi privatisasi anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero) yang oleh Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 
tidak dibatasi Pemohon juga telah menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap 
dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu hak atas 
jaminan kedaulatan energi dan penguasaan sumber daya alam sehingga Pemohon yang 
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mewakili pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) termasuk anak perusahaannya dapat 
pula terjamin kelangsungan hidupnya. Potensi kerugian yang Pemohon anggap akan terjadi 
berkaitan erat dengan aturan privatisasi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang 
tidak diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Selain itu menurut Mahkamah, 
jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi federasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat 
(2) UU 21/2000 maka tujuan federasi memang  pekerja dengan federasi memberikan 
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang 
layak bagi pekerja. Kemudian menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidaknya 
inkonstitusionalitas norma Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang dimohonkan 
pengujian, Pemohon telah mampu menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya, atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh 
karenanya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo. 

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah merujuk kembali  putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan sumber daya alam, yaitu dalam Pengujian 
UU Ketenagalistrikan, UU Mineral dan Batubara, UU tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU tentang Sumber Daya Air, yang 
kesemua telah menafsirkan frasa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”, frasa 
“dikuasai negara”, dan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana termuat 
dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang pengelolaan sumber daya alam, sebagai 
implementasi atas prinsip hak dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
UUD 1945 dan dimaknai oleh Mahkamah sebagai kekuasaan untuk mengadakan kebijakan 
(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudenaad) untuk tujuan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat antar-tiap jenis pengelolaan sumber daya alam memiliki karakteristik 
berbeda yang disesuaikan dengan sifat yang khas dari sumber daya alam dimaksud. Namun 
demikian, syarat absolut yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan oleh negara dalam 
pengelolaan semua jenis sumber daya alam adalah pengelolaan harus dilakukan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, frasa “untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat” digunakan untuk menilai konstitusionalitas pengelolaan sumber daya 
alam yang dilakukan oleh negara apakah sudah dilakukan untuk tujuan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat atau belum. Dalam menjelaskan perihal fungsi pengelolaan 
(beheersdaad), Mahkamah mempertimbangkan, “…dilakukan melalui mekanisme pemilikan 
saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, 
melalui negara, cq. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber 
kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak 
privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, 
untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi 
negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, privatitasi tidak 
perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip “tidak menyebabkan hilangnya 
penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam 
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. 
Terlebih lagi, anak perusahaan yang berada di bawah persero yang dikelola BUMN akan 
tetap berada di “bawah kendali” persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak 
meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan cara pengaturan penjualan saham 
yang tetap dapat mempertahankan prinsip penguasaan oleh negara. Bentuk pengendalian 
oleh negara dapat dilaksanakan di antaranya dengan tidak membuka peluang untuk 
penjualan saham secara keseluruhan kepada publik dalam IPO. Fungsi kontrol tetap dapat 
dilakukan dengan adanya kepemilikan saham mayoritas dari perusahaan induk (BUMN) 
dapat menjaga agar tetap dimilikinya voting control (kontrol atas suara terbanyak karena 
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kepemilikan saham mayoritas) dalam menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan 
terkait pengelolaan perusahaan. 

Kebijakan politik hukum pemerintah yang saat ini dilakukan, meskipun nantinya akan 
ada saham swasta dalam anak perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN tersebut masih 
dalam penguasaan negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat. Prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 2A ayat (2) dan ayat 
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa (saham 
dwiwarna/golden share) dalam anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN 
tersebut tetap diperlakukan sama dengan BUMN agar mendapatkan penugasan pemerintah 
atau melaksanakan pelayanan umum. 

Terhadap kekhawatiran Pemohon mengenai ketidakpastian status karyawan dari 
perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi menurut 
Mahkamah harus menjadi perhatian. Sebagai aset penting yang dimiliki perusahaan, 
privatisasi sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh 
karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak 
terjadi pemutusan hubungan kerja kalaupun terjadi hal tersebut harus terjadi PHK maka hal 
itu merupakan upaya terakhir, dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat ketiadaan 
larangan untuk melakukan privatisasi perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 tidaklah 
menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara. Terlebih lagi, sejumlah peraturan 
perundang-undangan serta putusan Mahkamah telah memberi koridor hukum bahwa 
langkah tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara untuk 
menjadi penentu utama dan pengendali kebijakan usaha dalam cabang produksi yang 
penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, sejauh dan 
sepanjang dilakukan dalam koridor dimaksud, norma dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 
19/2003 tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan 
demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian  
Mahkamah menolak permohonan Pemohon seluruhnya. 

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat seorang hakim konstitusi yang memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh, 
sebagai berikut: 
         Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional dan tidak memiliki kepentingan 
langsung dengan norma Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang dimohonkan 
pengujian sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. 
Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo dan Mahkamah seharusnya menjatuhkan putusan dengan amar yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

 
 


